
GIIBENNT'R TAMPTING
KEPUTUSAN GTIBERII'R LII.UPUNG
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TENTAITG

PENEIAPAN KEBUTT'HAN JABATAIT FUNGSIONAL
PENGAWAS UUTU HASIL PERTAITIAIT PEUERIIYTAII PROVII|SI LIITPUITG

GUBERITUR L,IIJEPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan AParatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/ 1957/ M.SM .OL.OO / 2024, Persetujuan
Kebutuhan 8 Jabatan F\rngsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi la.mpung tanggal 5 Mei 2024, perlu
menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas
Mutu Hasil Pertanian Pemerintah Provinsi Lampung dengan
Keputusan Gubernur LamPung;

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali tera}hir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tent:rrrg Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur SiPil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9:'

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan epat"E1 Negara dan-' n"fo.-""i Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tenta'ng
p"ao*rrt Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai

Negeri SiPil Untuk Daerah;

6.PeraturanMenteriPendayagr-rnaanAparaturNegaradan
n"iott"""i Birokrasi Nomor 34 Tahun 2O 1 1 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

l;*tg Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian

Oatam-t'tegerl dan Pemerintah Daerah;

Mengingat



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

)

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 202 1 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksalaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi Serta
Tata Kefa Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor I Tahun 2024;

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian Nomor :8-344lKP.24OlD.ll
03l2024 hal Rekomendasi Penetapan Pormasi
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian Pada Pemerintah Provinsi Lampung tanggal
13 Maret 2024;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : Bl1957 IM.SM.O1.OO/
2024 hal Persetujuan Kebutuhan 8 (Delapan) Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung tanggal 5 Mei 2024;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
I{EBUTUHAN JABATAIT FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU
HASIL PERTAITIAN PEMERINTAH PROVINSI LA.MPUilG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu
Hasil Pertanian Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan l,ampiran II Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu
Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan

penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan

dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifltas

pelaksanaan tugas.



KETIGA

- r-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tglukbetung
pada tanggal b -g - 2024
PJ. GUBERNUR LAMPUNG,

IN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar l,ampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi l-arnpung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l.ampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBE
NoMoR , cl6//
TANGGAL : 6

RNUR LAMPUNG
lB.o7 IHK/2024

- .4 2024

RIITCIAIT KEBUTT'HA.IT JABATAIT FUITGSIONAL
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

PJ.G LAIIPUNG,

UDIN

NAMA JABATAN KEBUTUHAN

1 Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama 14 Orang

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda 1O Orang

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya 9 Orang

Jumlah 33 Orang

2 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama 12 Orang

12 Orang

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya 6 Orang

Jumlah 30 Orang

3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Lampung
Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama 7 Orang

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda 8 Orang

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya 8 Orang

Jumlah 23 Orang

NO.

Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda
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LAMPIRAN II:

2.1 PETA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIA'IT
DIITAS KBTAIIANAN PAITGAN,TAIYAUAN PANGAN DAIY HORTIKI'LTI'RA
PROVINSI LII}IPUNG

2.2 PBTAJABATAN FTINGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTAI{IAN
DINAS PERXEBUIYAN PROVINSI LIT}IPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMOR : Gl oV lB.o7lHKl2024
TANGGAL: 6 _?- 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FIINGSIONAL

Nama Jabatrn
Pengawas Mutu Hasil
Pertanian Ahti
Pertama

l4 Ordng

l0 Orang
Pengawas Mutu Hasil
Pertanian Ahli Muda
Pengawas Mutu Hasil
Pertanian Ahli
Madya

9 Orang

Bidang

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSTONAL

Kebutuhan

l2 Orang

l2 OrangFengawas Mutu l{asil
Pertanian Ahli Muda

6 Orang
Pengaws Mutu Hasil

Pertanian Ahli
Madya

Bidang

Kebutuhan

Nama Jabatan
Pengawas Mutu Hasil
Pcrranian Ahli
Penama
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2.3 PETA JABATAI{ FUNGSIONAL PEITGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
DINAS PETERNAXAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVITSI LAJUPUNG

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

IN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT

Bidang

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Kebutuh{nNama Jabatan
Pengawas Mutu Hasil
Pertanian Ahli
Peflama

7 OranS

Pengawas Mutu Hasil
Penanian Ahli Muda

8 Orang

8 Orang
Pengawas Mutu llasil
Pertanian Ahli
Madya


